WALIKOTA SALATIGA
—

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA TAIHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

®

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor

; Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 telah mengalami perubahan yang
kedua sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

} .mbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

. dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kecuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 1ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8); .
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 10);



Menetapkan

24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Salatiga (I.cmbaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);"

25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2008 Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2009 Nomor 1). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor );

27. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota
Salatiga Tahun 2009 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SALATIGA NOMOR | TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN
ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 semula
berjumlah Rp 430.982.236.000,00 (l:mpat ratus tiga puluh miliar sembilan ratus delapan
puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sejumlah
Rp 54.129.312.463,00 (Lima puluh empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus
dua belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi berjumlah
Rp 485.111.548.463,00 (Empat ratus delapan puluh lima miliar seratus sebelas juta lima
ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 348.175.682.000,00
b. Bertambah  Rp. 21.247.691.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 369.423.373.000,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 430.982.236.000,00
b. Bertambah Rp. 54.129.312.463,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 485.111.548.463,00
Surplus /(defisit) setelah Perubahan Rp.(115.688.175.463,00)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
1) Semula Rp  88.306.554.000,00
2) Bertambah Rp. 42.381.621.463,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 130.688.175.463,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp 5.500.000.000,00 .
2) Bertambah Rp 9.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ~ Rp. 15.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan Rp. 115.688.175.463.,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran sctelah perubahan Rp. 0,00




Pasal 2
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu
kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

MALIK I'A SALAJIGA, /é‘
1~

JOHN MANUEL MAN()l’P()‘é
Diundangkan di Salatiga
pada tanggal :
SEKRETARIS DAE] OTA SALATIGA, l

AGUS RUDIANTO
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR



